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BUPATI SELUMA 

PROVINSI BENGK.ULU 

PERA1'URAN BUPATI SH:LUMA 

OMOR ~~ TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMANFMTAN NOMOR [NDUK K.EPE DUDUKAN ( LK), 

DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU 1'ANDA PE DUDUK ELEKTRONIK 

fl{TP-dJ DI L-INGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEtUMA 

Menimbang 

DE GAN RAHMATTUJ-lAN YANG MAHA ESA. 

BUPATJ SELUMA, 

: a. ba:hwa Nomor lnduk Ke pend udukan r(NIKJ, Oa ta 

KependudukEm dan Kartu Tanda P, nduduk 

Elektronik KTP-d) merupakan komponen penting 

yang de.pat digunakwl untuk mendukung 

perencanaan per,nbangunan de.lam rangka 

meningkatkan kesejahteraan rnasyaraka tJ 

pelayanan publik, a.lokasi a.nggaran, pembangunan 

demokm.si 1 pencgaka.n hukum don penceg01han 

kriminal; 

b. babwa Wlh.1.k mengoptimalkan dukungan terhadap 

tnanfaat Data Kcpt:ndu dukan ; diperlukan h.ak 

aJrnc5 bagi pengguna untuk menggunakan dan 

memanfaatlmn data kcpc;ndudukan; 

c. bahwa berdasa.rkan pcrtimbangan sebagaiiruma 

dimaksud huruf a, huru:f b, perlu menetapka.n 

Pem.turarJ Bup,1;1U Sduma. tentang Pem,ntfaaum 

Nomor Induk Kependudukan fNtK) , ha 1a 

Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk 
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Mengingat 

Elektronik fKTP-el) di Lingkungan Pcmerintah 

Kabupaten Seluma; 

: I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor I 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 28281; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pembcntukan Kabupatcn Mukomuko. Kabupaten 

Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 23, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4266); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674). sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20 I 3 ternang 

Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

4. Undang-Undang Nomor ll Tahun 2008 tentaog 

lnformasi dan Traasaksi Elektr0nik (Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843), sebagaimana telab diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang lnfonnasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 25 l, Tambahan Lembanm Negara Republik 

Indonesia Nomor 5952); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Kcterbukaan lnfonnasi Publik (Lemba;an Negara 

2 



• • 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 I, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846): 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 

Pemerin<ahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), scbagaimana telah diubah tcrakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 I 5 ten tang 

PerubahanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tenta.ng Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679): 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 

tentang bcrlakunya Undang-Undang Nomor 9 

Tahun I 967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di 

Provinsi &ngkulu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan 

Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 

2854); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kepcndudukan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerint.ah Nomor 37 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 23 Tah_un 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4736): 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republilc Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 
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J 0. Peraruran Presiclen Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2008 tentang Persyaratan clan Tata Cara 

Penclaftaran Penduduk clan Pencatatan Sipil; 

11. Peraturan Presiden Rcpublik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2009 tentang Pcnerapan Karru Tanda 

Penducluk 13<:rbasis Nomor Jnduk Kependudukan 

secara Nasional sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dcngan Peraturan Presiclen 

Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan 

Kanu Tanda Penducluk Berbasis Nomor lnduk 

Kepcndudukan secara Nasional (Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257): 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2015 ten tang Persyaratan, Ruang 1,ingkup dan 

Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta 

Pemanfaatan Nomor lnduk Kependudukan (NIK), 

Data Kependudukan dan Kartu Tancla Penduduk 

E:lektronik (KTP-el) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 I 5 Nomor 1228); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan 

Perangka1 Daerah Kabupaten Selurna (Lembaran 

Dacrah Kabupateo Seluma Tabun 2016 Nomor SJ; 

14. Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma; dan 

15. Peratu'<ltl Bupati Seluma Nomor 7 Tahun 2017 

tcntang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas 

Dinas Kepencludukan clan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Seluma (Berita Dacrah Kabupaten 

Seluma Tahun 20 I 7 Nomor 7). 
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MEMUTTJSKAN : 

Menetapkan ?EMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN 

(NJK), DATA KEPENDUDUKAN DA KARTU TA DA 

PENDUDUK E::LEKTRONIK (KTP~el) DI LlNGKUNOAN 

PEMERINTA.H KA.BUPATEN SELtJMA. 

BAB f 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kcsat-u 

Pengertien 

Dalam Pera.tu.ran Bu.pati ini yang dimaksud dengan: 

I. Daerah ada1a.h Kabupaten Seluma. 

2. Pcmcrintahan Daernh adaJah Penyelenggmaan Un.t'Sa__n 

pemerintahnn olch ~merinta h Daerah dan DPRD menuruL asas: 

otonomi dan tugas pcmbanLuan dengan prins.•p ot.onomi eluas.• 

lLmsnya dan sistem dan prinsip NKR! scbagalmana dimaksud dalam 

UUD Rcpublik Indonesia Tahon 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati seb~ai unsur penydenggara 

Pemerintah Daerah Kabupaten Scluma yang raemjmpin 

pela_ksen1:1an urusa.n pemerlnta.h bescrta Satuan Kerja Perangka[ 

Dae.rah di Ka bu paten Seluma i 

4. Bupati a.dalah Bupati Seluma. 

5. Sekrctarls Da~rah arlaJah Sclcrctaris Daerah Kabupalen Seluma. 

6. Penduduk adalah Ww,ga Negara Indonesia den a.tau orang a.sing 

yang berdomisili di Ka.bupatcn Selwna. 

7. Domisili adalah 1empal tinggaj dan resmi penduduk yang data.nya 

tm-cant-um dalam database kepeodudukan m stansi pela.ksana. 

terwujud dalam kepem.Jikan Karo.I. tan.de. Pcadudu.k EJckt:ronik 

dan/atau Kartu Keluarga, 

8. PemanJaatan adalah penggunaan data kepcndudukan oleh 

pengguna Data, 

9. Data kependudukan adalah data pe:rseorangan dan/atau data 

agrega t yang terst ruktu ebagai hasil dari kegiat.an pendaftaran 

pen dud uk dan pcncatat.an sipil. 

10. Admini traai kc.-pendudukan adalah rangkruan kegwatan penataan 

dan pcnertiban dokumen dan data ke-pendudukan mclalui 

pendaflm11.n penduduk, pencalatan sipil. pengelolaan inlormasi 
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admiri i_stra si kependudukan scrta p ndayQl!,,unaa.n hasilnya un ruk 

pelayamm publik dan pembangunan sekto.r lain. 

11, Penyelenggara edalah D ina,s Kependudukan dan Pencatatan Stpil 

yang m.elaksanakan urusan p,emerintaha:n di bidang ad.mini trasi 

kependudukan. 

1:a. Pen,gguna Data l\idalah Lcmbaga Negara. kementerian/Lemb.a_gs 

pcmcrintahnon kementerian. perangkat daerah.,pemerintah des.a, 

dan/atau badan hukum Indonesia yang rnemedukW1 informa i data 

kependudukan sesuai dengan bidangoya 

13. Hak akses adalah bak yang cliberikan o]~b Bupati ~epada 

petugasyang ada pada Pengguna untuk dapat mengakses 

data kependudu.kan 8esuai dengan i.z:in yang diberika.n. 

14. Sistc-m lnfonnasi Ad.ministm.si K£pcnd11.ldukan, selanjutnya 

disingkat SJAK adafa.h sistem informasi yang memanfaatkan 

teJmoJogi informa.si dan komtmikasi UJ1tuk memfasiliLasi 

pengelolaan inform.asi admini stra&i kependudukan di 'ti.ngka t 

Pcnyelcnggru-a dan Dinas Kependuduka.a dan Pencatatan Sipil 

sebagam satu kesatuan~ 

15. Oataba'Se adala.h. kum,pulan berbagai je:nis data kcpcndudukan yang 

teraimpan eecara si temauk, terstruktur dan s.aling berhubungan 

dengan menggunakan perangkat Junak, perangkat kcras dan 

jaringan komunilrasi d~ta. 

16. Secure access module adalwi siste:m yang memberikan akses 

kepada pengguna data unruk membaca data base kependudukan. 

17. Pen1adnnnn Date Secant offline adalah pe:nyandi.ngun data scktora1 

denga_n data kt pcnduduka.n yang dilakukan dalam rangka 

verifika~i, validasi, dan pemutaJ.dlinm data milik ?engguna Oat.a. 

18. Dal.a Agregat adalab dau.t yang dis.ajikan secara kuwitatif da:n 

kuantitatif drui has.il kegiat.an pendaftaran pendud.uk dan 

pencat:atan sipil, 

19. omor IndUk. Kependudukan, selaf.ljut-nya disingkat NIK adalah 

20. 

nomor identitas Pcnduduk yang bcrsifeit unik a.tau kha , tu.nggaJ 

dan me]ekat pada :scseom.ng yan,g terdaltar sebagiai Pcnduduk 

rndonesin. 

Kartu Truida Penduduk E:lektroni.k sclanjutnya, disingkat KTPad, 

adalab Kartu Ta.nda Penduduk yang dilengkapi cip yang 
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merupakan identi t.as resmi ~nduduk se bagai bukti din yang 

ditcrbitkan okh Penyelenggara. 

Bagjan Kedua 

Maksud , Tujuan dan Ruang Lingkup 

PasaJ 2 

taksud Pengaturan Pcma.nJaatan NIK, Data Kependudukan? dan KTP

e I adalah memberikan pedoman dalam penyelenggara_an pemW1faatan 

NU{. Data Kependuduka:n d.an K'TP•e l ba.gi PARA PIHAK. 

Pa!Mll 3 

Tujuan Pengahrran Fcmanfaatan N]K. Data Kependuduks.n dan KTP-d 

adalah: 

a - mcwuj uc:lkan Data Kependudukan sc bagai data dasar dalam 

pelayanan pu blik:, 

b, alokasi a_nggaran ; 

c. pen:ncana.an pembangunan~ 

d. pem bangunan demokrasi; 

e·. pe:negakan huku.m;dan 

I. pencegahan kri_minal. 

Pasal4 

Ruang L.mglrup Peraturan Bupa.ti melipuli : 

a. cakupa_.n pe!ayanan; 

b, pem be nan h.ak akse · 

c. pcrjanjian k~rja sruna; 

d. pemanfaatan da.ta;dan 

e. laporan, cvaJuasiJ pcmbinaan, dan pengawasaa. 

BAB n 
CAKUPAN PELAY;1\NAN 

Pasal5 

(1 I Pdayanan Pemanfaata.n NIK, Kependudukan dan KTP~e 1 dilalrukan 

o!eh Pemenntah Kabupa.ren melolui Penyelengga.ra. 

(21 .P,enyclcnggara berwt!nang dan berkewajibat1 rnelayani Pemanfaatan 

JK, Data Kepend udukan dan KTP-c 1 kepada Pengguna Data. 
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HABU1 

PEMBERI.AN HAK. AKHES 

Pasa.16 

( l l Ptmbcrien Hak Akse-s Pemanfaatan NIK.1 Data Kepeadudukan dan 

1''TP-el dilakukan seteJnh mendapa tlcan izin dari Bupati. 

(2) lzin scbogaimana dlima.ksud pada ayat UJ tidak berlaku untuk 

P'emanfaatan Data Agrege.t. 

(3~ Untuk mendapa.tkan mn sebagairoana. dimak5Ud pada aya.l (ll 

Pengguna waji'b mcngajukan Pennohonan kepada Bupati dengan 

lem bus.an kepada Peoyelenggara, denga.n memuat: 

a. ma.ksud dantujue.n; 

b. kegunaan data;dan 

c. jcn is dan hen tuk data yang clipcrl u.kan. 

(4) lzm sebagaima.na dimaksud pada ayarr (1) sebagai syarat 

ditanda ta.ngani.nya perj anjian kerj a sama antara Penye lengga ra 

dengan Pengguna Data. 

BABlV 

PERJANJIAN KEJA SAMA 

Bagian KeMtU 

N askah PerjanJian K.e:r:,a Sama 

PasaJ 7 

DJ Perjanjian kerja sama E-ebagaimana dimaksud pads PaNetl 6 ayQl 141 
mcmuat sek1..rrang-kurangn.2rra.~ 

a. judul; 

b . subyek k,crjasama; 

c. nama clan jabatan p,ihak yang bekerj asama; 

d.. dasa.r hukum: 

c. pc:ngertiani 

f. maksud dan tuJuan; 

g. ruang lingkup; 

h. tata cara~ 

i. hak da.n kcwajiban i 

J. kerahe~ia_an; 

k . pem biayaan; 

1? jangl<a. waktu; 

:m. pengakhiran perjanjian; 



n _ ·penyelesaJan perseJisihan; 

o. s.an.ksi; 

p. keadaen kahar; 

q . evaluas1; 

r . pemberitahuan;dan 

s. penutup. 

r2) Jangka waktu sebagaimana discbutkan pada ayat 11, huruJ (l] ywtu 

paling Jama. 3 ~ tigal tah un. 

(3, Naskah perjanji.an kcrja sama s.cbagaimana dimaksud pada ayac(ll 

sebelum ditandatan~ani ha.tu.a dikonsuJte.sikan terlebih dahulu 

kepada unit kerja yang menangam kie~ndudulran Provinsi 

BtngkuJu~ 

I 11 Hak. Penyelenggara: 

Bagian Kcdua 

Hak dan Kewajiban 

Pasal 8 

a. m mberikan persetujuan tt..-rhadap usulan Pengguna Data.j 

b. mengatur pemanfaatan data oleh Peugguna Data; 

c. memberikan hak ak:ses seeera terbatas untuk pena.rikan data; 

d . mcmHID L.aU dan mcngevaluaBi pcmanfaatan data~ clan 

e. memberikan sanksi penye.Jahgunaan data yang chmQil{aai:ka.n 

oleh PcnggunaDa..ta; 

(2) Kewaj iban Penyelen ggara: 

e.. mem berikan hak ak.se 9 informasi kepada Ptngguna Data s.esuai 

data yang diminta; 

b . mcnyediakan do.ta ynn,g dibutuhkan Penggu:na Data; 

c. menentukan jenis data yang de.pat diakses oleh Pengguna Data: 

dT memberikan bimbingan dan/atau pendampingan teknis 

pemanJaatan data; dan 

e . menetapkan spesiftkasi t.ekn.is perangkat pcm baca data. 

PasaJ 9 

{1) Hu Pengguna Data~ 

~. Mendapal hak ak~s secara terbatas sesuai kebutuhun dcnga.n 

pcrsctujwm Penyclengpra; 

b. mendapatkan data sc.sua.i pc:rsctujuan Pc:nyek:nggara; 

g 



c. menerima bimbingen dan pendam·pin~an dari Penyelenggara. 

d, menggunatan pem.ngkat pt:mbaca data;dan 

e. mcndapatkan ku1u .. "i. pad a. ec.u.re access module, 

f2) Kewaj iban Penggun Data.: 

a . menyediakan perang'kat dan t-ena_ga tek:nis un,tuk dapal 

mengakses data; 

b . menyediakan jaringan komunikasi dt1.'la; 

c. menyediakan dukungan anggaran untuk jaringan komuni.kasi 

data; 

d . mcnyediakan pe:rangkat, te.naga. te.knis, ~rta a nggaran untu.k 

pelaksa.naan bimbingan dan/atau pendrunpin.gan lc:knis; 

e. memberikan laparen pemanfaatan data seceraberlmJ!a., 

r. memanfaatkan data sesuru tuJuan;dan 

g. menjamia kerahasiaa_n, keutuhan dan k~benaran data yang 

diakses. 

Bagian Ketiga 

Kerahasiaan 

Pasal 10 

Penggunn wajib menj aga kenihasiWlll data yang diakses sestlail perjanjian 

kerja sa.ma meskipun Perjanjian Kcrja Sama mi bcrakhir. 

Bagi~n Keempat 

Penyelesaian.Perselisihan 

Pasal r I 
0) Pe:r elh,ihan yang timbul Siebaga.i akibat dari pciaksanaan Perjanjian 

Ke:rja Sama ini1 diseJesaikan secara musyawa.rah mu!akat oleh 

Penyelenggara dan Pcngguna. 

(2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana 

dimak ud pada ayat i[l) ridak tereapai, penyelesa.ian dilsJrukan secara 

berjcnjang oleh 8-upati. 

Bagi.an Kelima 

Sanksi 

Pa::.iw 12 

fl~ Pelanggaran, terhadap pelaksao aan kewajiba.n seba.,gaimana dimaksud 

serta ketentua.n kerabaajrurn olcb .Penyelengga.r-a dan Pengg-una dapat 
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dikenakan sanksi berupa pemutusan a)cscs data clan/ atau 

penghentian perjanjian kerjasama. 

(2) Penyalahgunaan akses data dan data kependudukan olch Pengguna 

Data dapat dikenai sanksi sesuai Pcraturan Pcrundang-undangan 

yang bcrlaku. 

BA.BY 

PeMANFAATAN DATA 

BagianKesaru 

Prosedur Pcmanfaatan Data 

Pasal 13 

Pemanfaatan NIK, Data Kcpendudukan dan KTP-el o leh Pengguna Data 

wajib menggunakan aplikasi data ware house yang dibangun olch 

Dircktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan 

prosedur sebagai berikut: 

a. Pengguna Data mengajukan permohonan izin pemanfaatan data 

secara tertulis kepada Bupati yang memuat haJ-hal tersebut pada 

PasaJ 6 ayat (3); 

b. Berdasarkan pcrtimbangan clari Penyclenggara Bupati dapat : 

I) memberikan izin akses kepada Pengguna;dan 

2) tidaJc membcrikan izin akses dcnganpenjelasan. 

c. Penandatanganan pcrjanj ian kerja sama antara kedua be1ah pihak; 

d. Pembcntukan Tim Teknis oleb Pengguna Data yang sudah 

menandatangani perja.njian kerja sama; 

e. Pemberian bak akses olch Bupati berdasarkan permintaan dari 

Pengguna Data yang sudah mcnandatangani perjanjian kerjasama. 

PasaJ 14 

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el sebagaimana 

dimaksud dala,n Pasal 13 dapat dilakukan dengan cara : 

a. pemodanan data secam offiine; 

b. akses data Berbasis Sistem tnrormasi~dan/ a tau 

c. pemSJtfaatan Data Agregat. 

Bagian Kedua 

Pemadanan Data secara Offiine 

Pasal 15 

II 
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Pemanfo:atan Data dengan cara Pemadar1an D8:ta Seeara Offiine 

sebagainitana dimaksud dalarn Pasal 14 huntf a dilakuka:n :meJa1ui 

tahapan~ 
a. Penggtma. Data mengajuk.an urat permohonan kepada Penyeknggara 

untuk dilakukan pemadanan data yang dim.iliki dengan data 

k.ependudukan secata ollline 1 

b . Pengguna Data denga.n Penyelc:nggara m:cnentukan demen data ya.rig 

akan di.pa.dank.an; 
c. Pengguna Date menyerahkan da.ftar data penduduk yang Dkan 

dipada.nkan; 
d. Penyelcnggru-aakan m-eta]cukan pemadanan data di data base 

kiepcndudukan~dan 
e. Hasil pemadanan data dis:erahl<an Pe:nyelenggata kepada Penggwl8. 

Data. 
Bagi.en Ketiga 

Akses Datta Bt:rbasi Sistem [nfonnasi 

Pasall6 

111 Pemanfa alarl De.ta dengan cara Akse-s Data B.erbasis Sist:mt lnformasi 

sehagaimana. dimalo,ud de:.lmn Paa.al 14 huruf b dilakuka.n deng,an 

.Pengguna Data. me lalui : 
a. Aplikasi khusus yang disdliakan okh Pen ye lengga..ra~ dan/ otau 

b. Aplikasi khusus yang dikelola Pengguna Data yang terhubung 

dt:ng.an ap1ikasi data ware house. 

(2) Alcses data berbasis Si stem lnfonnasi se bagaiman a dimaksud pad a 

ayat 1( 1) dilakukan setelah Penggune Data mendapo.tkan hak ak:R: . 

Bagi.an Keempa 1. 

Pernanfaatan Data Agrega1. 

Pasal17 

Perrumfaaum Data Agregat sebagJwn8.na dimaksud dalain Pas.al 14 huntf 

c dilakuk_an o teh Pe:ngguna. Data dengan earn~ 

a. Mengunduh di po,rtaJ website yang disediakan okh Penycl-enggam~ 

dan/atau 
b . Merninw hrn,gsung kepada. Pcnyelenggara. 

12 

BABVl 

LAPQRAN, EVAWASl, PEMB1NAAN DAN PE.NGAWASAN 

Pa~al 18 

t l} Bu pa.ti melalui Penyclenggara cne\akukan pcngendaliart, pengawasan 

dao cveluasi tcrhadap Pcngguna Data, secara msidentil dan bcrkaJa 

setiap 6 (enam) buian, 
121 Bupati roclapcrkan hasil pengcodalian, pengawasan dan cvaluasi 

sebaga.iinmut difflaksud pada ayat Ill kepada Mcnteri Dalam Ncgeri 

melahri Gubcmur, seca.ra. in identil da.n berkala setiap 6 ,cnaml 

butan. 
Bagian Kesa.tu 

Laporan 

Pasal 19 

jl~ Pengguna NlK, Data Kependudukan dan KTP-el memberikall lapcnm 

pcmanfaatan Data Kependudukan paling sediltit seti.ap 6 (ena.m) 

bulan; 
(2} t.apora.n seba_gaimartQ dimaksud pada aya.t , 1 ) disampa.ikan secara 

tertu\is kepada Sckrct.aris Daerah mela1ui Penyelenggarai 

(3) Laporan se'baga.imana dimaksud pa.da aya t ( l J pa.ling sedikil memua t : 

a. jumlah data.; 

b. j,enis data; 

c. hBsil pemanfaatan data: dan 

d . kelemahan sis.tern informa i . 

Bagian K(:dua 

E\tHluasi 

Pasal20 

(1~ Pen_ eJenggara melakukan evaluasi lerhadap pemanfaatan data 

setelah bcra khimya perjanjian kcrja sarna. 

(2J Eva.lruasi sebagaimana dimaksud pada aya.t [ i) mellputi : 

a. kearnanan data: 

b. basil pemanfaatan damj 

c. dampak pemanfaa.tan data; dWl 

d. pemenuhan kewajiban pengg7ll'la data. 

(3} Dalam hal evaluasi sebagairnana dirn.aksud pad.a ayet 12l dim.la~ baik, 

Penyclengga.ra dapat mer:npt,rpanjang, pc:rjanjian kcrje sa.ma 

pemanfaatan NlK, Data Kr:pendudukan1 dan KTP-el. 
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Bagian Ketiga 

Ptmbinaan dan Peng~v.-iasa:n 

PasaJ21 

( l ~ Penyelenggara mdaksanakan Pembinaan dao PengsJ•l"'asan da]am 

proses pcrtukaran, veriftkasi data kependudukan yang d.imiliki olch 

pcngguna, r,ekaman cat.a.tan riwayat transak i akses maupun 

pcmanfaate.n data kcpendudu.kan, meksnisme pcnyimpa,nan dan 

disemina: i data keptmdudukan, penggw1a yang mr.mili1d akses 

Lerhada.p sistem~ 

(2, Pc:mbanaan dan pengawasan Pcmanfaaum data dilakukan secara 

bcrkala maupun scwak.tuawaktu. 

(3) Pcmbinaan dan pcngawasan Pemanfaatan De.ta Kt:pendudukan 

dilakukan oleh Penyelenggam. 

(4) DaJam mclakukan pembEnaa.n dan pengaw~san scba.gaimena 

dimaksud pada. ayat (31 penyelenggara dapa.l mt:mbentuk run. 

BAB VU 

PENUTUP 
Pa.sa.1 22 

Peraturan Bupati ini mulai berJaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mcngctahuinya, mcmerinlahkan ~ngundanga:n 

P mturan Bup ti m1 dengan Penempa;tannya dalam B rita Oaerah 

Kabupaten Selunta. 

• Pa.is 

:~--~~~pcm 
] S LUMA, 

Diundangkan di Tafa 

pada tanggal ,._ c-~b« 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA, 

UPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMO~ .% 
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